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BUPA.TI'GUNUN'GKID'UL

PERATURAN BUPAT] GUNUNGKIDUL
 NOMOR . TAHUN 2000
' TENTANG .
PEMBINTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS
‘UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAJY MENENGAH KEJURUAN
) - NEGERI 1 PONJONG e

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI GUNUN GKIDUL,

[ Menimbang

Dines-dinas Daerah perlu
» Kedudukan, dan Tugas
juruan Neger 1 Ponjong;
ebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Pembentukan, - Susunan

engingat | P L | Undang-Undang Nomog 15 Tahun 1
daerah Kabupaten delam Lingkungan D:

[

tentang Pokok-pokok

Kepég;iwaian sebagaimana telah diubah dengan Unciang-Undang Nomor

43 Tahun 19$9; ,
3 Undang-Undan g Nomor 1

4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20
sebagnimana telah diubah beberupa

Undang Nomor 12 Tahup 3008;

Peraturan Peinerintah Nomor 32
Berleknnya Undzmg-Undang Tahun 1950 Nomor :
| _ . dari hal Pembentukan Daeroh-daepsh Kabup

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa B

A ovrmlemadin,

i Vg ydnaria,

04 tentang Pemerintahan Dacrah
kali terakhir dengan Undang-

th

Tahun 1950 .tenlang Penetapan Mulaj

12,13, 14, dan 15 ]
aten dalam Lingkungan .
arat dan Daerah Istimeys / J




Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan aatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pcmcrmtaha.n Dacrah Kabupatcnﬁ(ota '

7 Pcmturan Pemerintah ‘Nomot 41 Tahun 2007 tentang 0rgamsas1
Perangkat Dacrah;

8. Peraturan Menteri -Dalam: Negéri , Nomor 57 Tahun 2007 tcntang
Petunjuk Tekms Penataan Orgunisasi Pcrangkat Daerah;

9. Peraturan Daeran Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;

181

Peraturan ‘Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2608

tentang Pembentukan, Susunan Orgamsas;, chudukan, dan Tugas
: Dmas-dmas Dacrah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS UNIT PELAKSANA

TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
PONJONG. |

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 -

Dalam Jcratwran Bupati ini yang dimaksud dengan : |

Daerith adalah Kabupatcn Gunungkidul.

Pemetintah Dacrah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagal unsur penyelenggara
pemerintahan dacrah, :

Bunati adalah Bupati Gunungkidul'

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Ciahmgu udalah Dinas ‘rcndlomun, ‘Pemuda, dan
Olnhraga Kaabupaten Gunungkidul,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten
Gunungkidul.

Unit Pelaksana Tckms Sekolah Menengah Kejuruan Neger 1 Ponjong yang sclan_;umya
~dapat discbut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidiken, Pemuda,

dan Olehraga Kabupaten Gunungkidul.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Mghengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong
Kabupaten Gunungkidul, "

Jabatar Fungsional ‘adalah i(eduduknn yang menunjukkan tugas, tanggung jav/ab,
wewenang, dan hak scorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisusi yang dalam
pelaksanaan tugasnyn didasarkan pada keahiian dan atau keterampilan tertentu serta
berstlut mandie,




o o o

‘BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dunpan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Sekolah Menengah Ke]uraan Negen 1 Ponjong
':ﬁ:} yarg dapat dischut Sekolah Menengah Kzjuruen Negcn 1 Ponjong. -

BAB II]
UPT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PONJONG

Bagian Kesatu .
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

i Pasal 3

WeT Sckolah Menengah Kc_]urunn Negcn 1 Ponjong adalah unsur pelaksana tugas
teknis padd Dinas Pendidikan, Pemuda, dan-Olahraga.

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcmpunyeu tugas melaksanakan
penye[cnggaraan pelayanan pendidikan sckola.h menengah kejuruan,

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat’ (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sckola.h e

sebagai Kepala UPT yang berada di bawah dan bcrtanrrgung jawab langsung kepada
Kepala Dinas.

Pasal 4

B Untuk menyelenggarakan tugas scbagaunana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), UPT .Sekolah
: Mcncngah Kejuruan Negeri 1 PonJong mempunyai fungs: :

penyusunun rencana kegiatan UPT;

penyusunan kebijakan teknis UPT .
pelaksanaan pelayanan pendxdﬂcan sekclah menengah kejurvan;
pembinaan dan pelayanan pendidik sekolah menengah kejuruan;
pengelolaan ketatausahaan UPT; | |

pengendalian dan pclakmam norma, standar pedoman, dan petunjuk operasxorml di
bidang penye Icnggm‘amm pelayzman pc.nd:dlkan sekoia'l menengah kejuruan; dan

relaksanaan pumantauan, evaluasi, dan pclaporan keglatan uPT.

Bagian Kedua
‘Organisasi .

Pasal 5

(1) UPT Sekolih Mcncngah chuxuan Negeri Y Ponjong terdiri dari :

a.  Unsur Pir apinan Kepala Sckolah;

Subbagian Tula Usaha;
Kelompok Jabatan Funesinnal

b. Unsur Pembantu Pimpinan

2, Unsur Pelaksana

gy
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) Organisasi UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Poniong terdiri dari:

a. Kepala Sekolah; '

b.  Subbagian Tata Usaha;
¢ ¢ Kelompok Jabatan Fungsional, .
_(3) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
' Lampiran yang merupakan sa kesarlg%n yang tid&f_t:_r\gi’sahkandaﬂ Peraturan Bupati ini,

Bagian Ketiga
S nbbagian Tata Usaha

Pasalé = |
-'Subbngian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawa}}' dan bertanggung jawab kgpalia Kepala UPT.

.

- Pasal7 |

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat

(2) huruf b mempunyaj
E tupas -

P 2. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;

menyusan kebijukan teknis penyelenggaraan pel

ayanan pendidikan sckolah mencngah
kejuruan; ' '

meryiapkan bahan pelaksanaan Kegiatan di bidan

g penyelenggaraan pelayanan pendidikan
sekolah menengah kejurusn; '

menyusun rencana opcrasiqrjal pengelolaan UPT;
menyusun rencans kinerja dan penetapan kinerja UPT;
& nienyiapkan bahun pelal

dan petunjuk operas
menengah kejuruan;

+sanaan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman,
ivnal " di bidang penyelengparnan pelayanan pendidikan sekolah

g melaksanakan administrasi keuvangan, kepcgawaian, surat-menyurat, Kkearsipan,
administrasi umum, perpustakaan, kerumnahtanggaan,

prasé_lrana, dan sarana serta
hubungan inusyarakat: '

h melaksanalkaor, ﬁc\nynnnn administratif dan fungsioual di lHngkungan UPT;

menyusun lzporan kinerja dan laporan tahunan UPT; dan
j. - melaksanakan pemantavan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha,

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal §

Kelompok J abotan Fungsional mempunyai tugas melaksunak

an sebagian tugas dan fungsi UPT
sesuai dengar. keahlian dan atau keterampilan tertentu,

Pasal &

(1) Kelompok Jabatan fungsiona! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlab
tenoga dulam' jeninng jabatan fungsional yang terbag
bidang keahlinnnya. :

4

i dalun kelompok sesvai dengan



& (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan keoutuhan dan

. (2) Setiap

T

* “Tahun 2006 tentang Urj;aimm Tugas Dinas Pen

1 S s

(2) Seuup Kelompok Jaba{ap Fungsional dipimpin oleh scorang (cnaga fungsional senior yang
ditunjuk dan berfanggung jawab kepada Kepala UPT,

beban kerja.
(4) Jenis dan jenjana

Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peratur
yang berlak, . |

an pérunda:ig-undangan "

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Su'bbagi:m, don Ketua Kelompok -
~Jabatan  Fungsional ‘menerapkan prinsip  koordinasi, integrasi, ‘sirkronisasi, dan

simplifikasi baik intern nlaupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok
masing-masing,

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPT bertanggung jawab memimpin

dan mengkoordinasikan serta mernberikan b

mbingan dan petunjuk-petunjuk  bagi
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing ' :

3) Setiap pimpinan setuan organisasi dalam lin

gkungan UPT beitanggung jawab kepada
atasannya masing-

masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya,

Pasal 11
(1) Setiap bawahen di lingky

_ ngan UPT wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung
jawab kepada wt

Asan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan,
bawahan dalam rangka menjamin kelancaran

pelaksanaan tugas wajib memberikan
saran dan pertimbangan kepada atasannya; '

BAB IV -
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

Susunan kepegawaian, jenjung kepangk

atan, dan j‘abat:m serta pengangkatan pejabat-pejabat di -
lingkungan UFT diatur sesuai dengan

peraturan perundung-undangan yang berlaku, -

BAB v
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13 -
Pada sazt Peraturan Bupati ini mulai berlaku

,'| maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17
didikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

]
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Dinndangkan di Wonosari
puda tanggal, 4 Junr. 2:0\3

"EKRETA.RIS DAERAH
KABUPATE1 GUN UNGXIDUL,

Y D .
=——] QD

D.

sraturan Bl.l'pdtl ini mulai be rl.lku p'lda t'mgg

Agar setiap orang, mcngctahumya, memerintahkan
¢ penempatannyz dalam Berita Daerah Kabupaten G

| BERITA DAERAH KABUPATEN GUN

Pasal 14

al dlundzu'Lgk,. n.

pengundangan Peraturan Bupaii ini dcngzm
um'ngkidul

Ditetapkan di Wonosari i
A Junr 2094
WINGKIDUL,

. MOHAMAL JOKSASONO

UNGKIDUL TAHUN 2009 NOMOR 05SERT

1+ e




